
POHON  KINERJA  DINAS KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN  SIPIL

PADANG  PARIAMAN  BERJAYA  (unggul  BErkelanjutan,  Religius,  seJAhtera  dan berbudaYA)

MENINGKATNYA  KUALITAS  KEHIDUPAN  
BERAGAMA

MENINGKATNYA  
KESEJAHTERAAN  

MENINGKATNYA  IMPLEMENTASI  REFORMASI  BIROKRASI

IK : Indeks Kesalehan  Sosial  (IKS) IK : INDEKS PEMBANGUNAN  MANUSIA  (I IK : Indeks RB
Rumus : Rumus : Hasil Evaluasi  RB

MENINGKATNYA  KERUKUNAN  
ANTAR UMAT BERAGAMA

MENINGKATNYA  
KETERTIBAN  

UMUM / 
STABILITAS

MENINGKATNYA  DERAJAT  KESEHATAN  
MASYARAKAT

MENINGKATNYA  
DERAJAT PENDIDIKAN  

MASYARAKAT

MENINGKATNYA  
PEMBERDAYAAN  

MASYARAKAT

MENINGKATNYA  PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  YANG BERSIH  DAN 
AKUNTABEL

IK : Indeks Kerukunan  Umat Beragama  (IKUB)
IK : Indeks Rasa 

Aman 
IK : Angka  Usia  Harapan  Hidup IK : Rata - Rata Lama Sekolah IK : Angka Kemiskinan IK : Nilai  Evaluasi  AKIP Kabupaten

Sumber  : Laporan  Hasil  Evaluasi  SAKIP oleh Kemenpan  RB 

Rumus : Hasil  Penelitian/survei  
Rumus  : Hasil  

Penelitian/survei  
 Rumus : Jumlah usia orang yang meninggal  satu tahun / 

jumlah orang yang meninggal  satu tahun
 Rumus  :  (rumus  rata-rata lama 

sekolah)

Rumus  :  (Jumlah  penduduk  
miskin dibagi jumlah 

penduduk)  x 100%
Rumus:  Hasil Evaluasi  SAKIP oleh  Kemenpan  RB 

IK : Harapan Lama Sekolah IK : Opini  BPK  RI terhadap  LKPD

Rumus :  (masukan  rumus 
harapan lama sekolah)

Rumus:  Hasil audit  BPK atas LKPD

IK : Indeks Pembangunan  Literasi  
Masyarakat

Rumus : Hasil  pengukuran  dari  
Perpustakaan  Nasional  RI

Meningkatnya  
Toleransi  antar 
umat beragama   

(Crosscutting  
dengan  

Sekretariat  
Daerah)

Meningkatnya  
solidaritas  

sosial  
(Crosscutting  

dengan  
Sekretariat  

Daerah)

MENINGKATNYA  
MITIGASI 
BENCANA  
DAERAH 

(Crosscuting  
dengan  BPBD)

MENINGKATNYA  
AKSES KESEHATAN  

MASYARAKAT  
(Crosscutting  dengan 

Dinkes)

MENINGKATNYA  
PARTISIPASI  

MASYARAKAT  
DALAM  BER -KB 

(Crosscutting  dengan  
DPPKB)

MENINGKATNYA  AKSES 
PENDIDIKAN  (Crosscutting  

dengan  Disdikbud)

MENINGKATNYA  
PEMBANGUNAN  

BERBASIS  GENDER 
((Crosscutting  dengan 

Dinsos  P3A)

MENINGKATNYA  KUALITAS  
PENGELOLAAN  KEUANGAN  

DAERAH'

MENINGKATNYA  CAPAIAN  
KINERJA  PEMBANGUNAN  

DAERAH

MENINGKATNYA  
KUALITAS  PENGAWASAN  

INTERNAL

MENINGKATNYA  
KUALITAS  SISTEM 

PENGELOLAAN  BARANG  
DAN JASA

MENINGKATKAN  
PENERAPAN  
KEBIJAKAN  

PELAYANAN  PUBLIK

MENINGKATKAN  KUALITAS  SDM 
PELAYANAN

IK : Indeks 
Toleransi

IK : Indeks 
Solidaritas  Sosial

IK : Jumlah  Nagari 
Tangguh  Bencana

IK : Universal  Health  
Coverage  (Cakupan 
Layanan Kesehatan)

IK : Angka 
KelahiranTotal  per 

WUS (15 - 49 tahun)
IK : Angka Partisipasi  Sekolah

IK : Indeks Pembangunan  
Gender  (IPG)

IK : Indeks Pengelolaan  
Keuangan  Daerah

Sumber  : Laporan  Hasil 
Pengukuran  IPKD dari 

Kemendagri

 IK : Nilai LPPD

Sumber : Laporan Nilai LPPD 
oleh Kemendagri

IK 1 : Level Kapabilitas  
APIP

IK 2 : Tingkat  Maturitas 
SPIP

Sumber  :
- Laporan   Hasil Penilaian 
Kapablitas  APIP oleh BPKP

- Laporan  Hasil Penilaian  
Maturitas  SPIP oleh BPKP

IK : Indeks Tata Kelola 
Barang dan Jasa oleh LKPP

Sumber  : Laporan Hasil 
indeks  tata kelola barang 

dan jasa.

IK : Persentase  OPD 
yang menerapkan  Peta 

Proses  Bisnis

IK : Persentase  SDM pelaksana  layanan yang 
ditingkatkan  kompetensinya.

Rumus : Hasil 
Penelitian/survei  

Rumus : Hasil 
Penelitian/survei  

Rumus : jumlah 
nagari  tangguh 

bencana

Rumus:   Ratio jumlah 
fasilitas 

kesehatan/jumlah  
penduduk

Rumus  :
Rumus  : IPM perempuan  

dibagi  IPM laki-laki 

Rumus:  {((1/6 Kesesuaian  
Dokumen  Perencanaan  Dan 

Penganggaran)  + (1/6 
Pengalokasian  Anggaran  

Belanja Dalam APBD) + (1/6 
Transparansi  Pengelolaan  
Keuangan  Daerah)  + (1/6 

Penyerapan  Anggaran)  + (1/6 
Kondisi  Keuangan  Daerah)  + 
(1/6 Opini  Badan Pemeriksa  

Keuangan  Atas LKPD)) x 
100%}

Rumus: Nilai LPPD oleh 
Kemendagri

Rumus 1 : Hasil Penilaian 
Kapablitas  APIP oleh BPKP

Rumus 2 : Hasil Penilaian 
Maturitas  SPIP oleh BPKP

Rumus:  Hasil indeks  tata 
kelola barang dan jasa.

Rumus  : Jumlah  OPD 
yang menerapkan  Peta 

Proses  Bisnis dbagi  
Jumlah  OPD x 100%

Rumus  : SDM pelaksana  layanan yang 
ditingkatkan  kompetensinya  dibagi  Jumlah  

SDM pelaksanax  100%

Crosscutting  : 
Kementrian  

Agama

Crosscutting  : 
Kementrian  

Agama

IK : Indeks Perencanaan  
Pembangunan

IK : Persentase  OPD 
yang menerapkan  
Standar  Pelayanan

Rumus: Nilai kualitas  
perencanan  oleh Pemprov  ( 

total persentase  dimensi  
Proses  30% + Isi Dokumen  
40%+ Tindaklanjut  30%)

Rumus  : Jumlah  OPD 
yang menerapkan  
Standar  Pelayanan  
dbagi Jumlah OPD x 

100%



Penyusunan   
database  

penduduk  Kab. 
Padang 

Pariaman  per 
Nagari

Penyusunan   
database  penduduk  

Kab. Padang  
Pariaman  per 

Nagari

Penyusunan   
database 

penduduk  Kab. 
Padang  Pariaman  

per Nagari

Penyusunan   
database penduduk  

Kab. Padang  
Pariaman  per Nagari

Penyusunan   database 
penduduk  Kab. Padang  
Pariaman  berdasarkan  

Jenis Kelamin

SASARAN 1. 
Meningkatnya  

akuntabilitas  dan kinerja 
pelayanan  Disdukapil

Meningkatnya  
pengawasan  internal 

Disdukcapil

SASARAN  II.                                                                                     
Meningkatkan  tertib administrasi  dan pemanfaatan  database kependudukan  dan pencatatan  sipil

IK : Jumlah  
penduduk  

perempuan  dan 
pria perNagari  

IK : Jumlah 
penduduk  

Kabupaten  Padang 
Pariaman  per 

Kecamatan

IK : Jumlah 
penduduk  

Kabupaten  Padang 
Pariaman WUS 

umur 15-49 tahun

IK : Jumlah penduduk  
Kab. Padang 

Pariaman  
berdasarkan  Kelp 

Umur dan Usia 
Pendidikan  

(Prasekolah,  TK, SD, 

IK : Jumlah penduduk  
Kabupaten  Padang 

Pariaman  per 
Kecamatan/  Nagari  
berdasarkan  jenis 

kelamin

IK 1 : Nilai SAKIP 
Disdukcapil  (Penilaian  LHE 

SAKIP oleh Inspektorat)

IK : Persentase  temuan 
BPK yang 
ditindaklanjuti

Indikator  Kinerja :

1. Cakupan  penerbitan  kartu keluarga                                                                                                                 
(Jumlah Kepala Keluarga  /JumlahKK  yang diterbitkan)

Rumus : Rumus 1 : 
Hasil Penilaian  

Kapablitas  SPIP oleh 
APIP

2. Cakupan  penerbitan  KTP Elektronik                                                                                                               
(Jumlah Penduduk  >17 Tahun/Jumlah  KTP yang diterbitkan)

Crosscutting  
Inspektorat

Crosscutting  
Inspektorat

Crosscutting  
Inspektorat

Crosscutting  
Inspektorat

Crosscutting  
Inspektorat

IK 2. Indeks Kepuasan  
Masyarakat  (IKM)         

(survey IKM oleh pihak ke-
3 oleh Bagian Organisasi  

Setda)

3. Cakupan  kepemilikan  KIA                                                                                                                                 
(Jumlah anak usia 0-17 tahun/Jumlah  KIA yang diterbitkan

Crosscutting  
Inspektorat

4. Cakupan  penerbitan  akta kelahiran  0-18 tahun                                                                                     (Jumlah 
penduduk  usia 0-18 tahun / jumlah akta kelahiran  yang diterbitkan)

5. Cakupan  penerbitan  akta kematian                                                                                                             
(Jumlah peristiwa  kematian  yang dilaporkan  / jumlah akta kematian  yang diterbitkan)

6. Cakupan  penerbitan  akta perkawinan                                                                                                             
(Jumlah peristiwa  perkawinan  yang dilaporkan  / jumlah akta perkawinan  yang diterbitkan)

7. Persentase  Kerjasama  Pemanfaatan  Database  Kependudukan                                                                     ( 
Jumlah PKS Pemanfaatan  data dengan  OPD/Jumlah  OPD (belum  termasuk  kecamatan))

8. Rata-rata waktu penyelesaian  pelayanan                                       

Meningkatnya  Kualitas  
Tata Kelola dan Pelaporan

Disdukcapil  

Meningkatnya  
pelayanan  umum  

Disdukcapil

Meningkatnya  kualitas  
kebijakan

pelayanan  di sektor 
pelayanan  adminduk

Meningkatkan  Profesional  SDM 
Pelayanan  Adminduk

Nilai  SAKIP Perangkat  
Daerah Hasil Evaluasi  

Inspektorat                

Persentase  
Terpenuhinya  

Pelayanan  
Pemerintahan

Daerah

IK :Peresentase  kebijakan  
adminduk  yang 
dibuat/direvisi

IK : Indeks profesionalisme  SDM 
Pelayanan

Persentase  Temuan BPK 
yang Ditindaklanjuti

Rumus  : Jumlah kebijakan  
yang dibuat/direvisi  dibagi  

jumlah kebijakan

Terlaksananya  Perencanaan,  
Penganggaran,  dan Evaluasi  

Kinerja

Terlaksananya  
Administrasi  

Keuangan

Meningkatnya  
Administrasi  
Kepegawaian  

Perangkat  Daerah

Terlaksananya  
pelayanan 

Administrasi  Umum 
Perangkat  Daerah

Meningkatnya  
Pengadaan  Barang  

Milik Daerah 
Penunjang  Urusan 

Pemerintah  Daerah

Terlaksananya  
Pemeliharaan  Sarana dan 

Prasarana  Kantor

Meningkatnya  
Penyediaan  Jasa 

Penunjang  Urusan 
Pemerintahan  Daerah

Penyusunan  
standar  

pelayanan  
dan SOP

Penyusunan  
regulasi  dan 

aturan 
pelayanan  
adminduk

Pelaksanaan  
evaluasi   

kebijakan  
pelayanan 

secara berkala

Penyediaan  
petugas 

pelayanan 
sesuai 

kompetensi

Peningkatan  
pelatihan  teknis 
bidang Dafduk,  
Capil,  PIAK dan 
pemanfaatan  

 

Pelaksanaan  
pemberian  
reward  dan 
punishment  
kepada non 

Persentase  Keselarasan  
Dokumen  Perencanaan  dan 

Penganggaran  Perangkat

Persentase  
Terpenuhinya  
Administrasi  

Keuangan Perangkat  
Daerah

Persentase  
Terpenuhinya  

Peningkatan  Kapasitas  
Pegawai  Perangkat  

Daerah 

Meningkatnya  
Administrasi  Umum 
Perangkat  Daerah

Persentase  Tersedianya  
Sarana Prasarana  
Penunjang  Kinerja  

Aparatur  Perangkat  
Daerah  

Persentase  Terlaksananya  
Pemeliharaan  Barang 

Milik Daerah  

Persentase  
Tersedianya  Jasa 

Penunjang  Urusan 
Pemerintah  Daerah  

IK : Jumlah 
Standar  

Pelayanan  dan 
SOP yang disusun 

dan dibukukan

IK : Jumlah Perda 
tentang

pelayanan  
adminduk

IK : Jumlah  rapat-
rapat evaluasi  

standar  pelayanan

IK : Jumlah  
kebutuhan  

pegawai  
pelayanan 

Adminduk  (di 
Nagari,  

Kecmatan  dan 

IK : Jumlah  pelatihan  
teknis yang diikuti

IK : Jumlah  pegawai  
yang menerima  

reward

Rumus  : Jumlah  
Standar  

Pelayanan  dan 
SOP yang disusun 

dan dibukukan

IK : Jumlah Perbup
tentang pelayanan

adminduk

Rumus  :  Jumlah  
rapat-rapat evaluasi  
standar  pelayanan

Rumus : Jumlah 
kebutuhan  

pegawai  sesuai 
kompetensi

Rumus : Jumlah 
pelatihan  teknis  

yang diikuti

Rumus  : Jumlah  
pegawai  yang 

menerima  reward 
dalam 12 Bulan

IK : Jumlah  studi 
banding/study  tiru 

koordinasi  
penyusunan  

perda/perbup  
pelayanan  
adminduk

IK : Jumlah  
bimtek/pelatiha
n peningkatan  

standar  
pelayanan

IK : Jumlah  pegawai  
yang menerima  

punishment



Terlaksananya  
Penyusunan  Dokumen  

Perencanaan  Perangkat  
Daerah

Tersedianya  Gaji  Dan Tunjangan  
ASN

Tersedianya  Jasa 
Pemeliharaan,  Biaya  

Pemeliharaan  dan Pajak 
Kendaraan  Perorangan  Dinas 

atau  Kendaraan  Dinas Jabatan

Penyediaan  Komponen  
Instalasi 

Listrik/Penerangan  
Bangunan  Kantor

Tersedianya  Kendaraan  
Perorangan  Dinas atau 

Kendaraan  Dinas Jabatan

Tersedianya  Jasa Pemeliharaan,  
Biaya Pemeliharaan  dan Pajak 
Kendaraan  Perorangan  Dinas 

atau  Kendaraan  Dinas Jabatan

Tersedianya  pelayanan  Jasa 
Surat Menyurat

Rumus : Jumlah 
pelatihan/bimte

k yang 
dilaksanakan

Rumus  : Jumlah  
pegawai  yang 

menerima 
punishment  dalam  

12 bulan
Jumlah  Dokumen  

Renstra  Renja,  Renja P, 
RKA, RKAP,  DPA, DPAP

Jumlah Pembayaran  Gaji Dan 
Tunjangan  Kerja ASN

Jumlah Jasa Pemeliharaan,  
Biaya Pemeliharaan  dan Pajak 
Kendaraan  Perorangan  Dinas 

atau Kendaraan  Dinas Jabatan

Jumlah Komponen  Instalasi  
listrik/  Penerangan  

Bangunan  Kantor yang 
disediakan

Jumlah  Kendaraan  Dinas 
R4/R2  

Jumlah Jasa Pemeliharaan,  Biaya 
Pemeliharaan  dan Pajak  

Kendaraan  Perorangan  Dinas atau 
Kendaraan  Dinas Jabatan

Jumlah  surat  menyurat  yang 
di arsipkan 

Terlaksananya  
Koordinasi  dan 

Penyusunan  Laporan 
Capaian  Kinerja  dan 

Ikhtisar  Realisasi

Tersedianya  Administrasi  
Pelaksanaan  Tugas ASN

Terlaksananya  
Pemeliharaan/Rehabilitasi  

Gedung  Kantor  dan Bangunan  
Lainnya

Tersedianya  Peralatan  dan 
Perlengkapan  Kantor

Tersedianya  Pengadaan  
Mebel

Terlaksananya  
Pemeliharaan/Rehabilitasi  

Gedung  Kantor  dan Bangunan  
Lainnya

Tersedianya  Jasa 
Komunikasi,  Sumber  Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Dokumen  LPPD, 
Lakip, Lap Capkin,  
Perjanjian  Kinerja

Jumlah  Pembayaran  Honorarium  
Pengelola  Keuangan  

Jumlah  Gedung  Kantor yang 
dipelihara/  Rehabilitasi  

Jumlah  Peralatan  dan 
Perlengkapan  Kantor 

Jumlah Paket  Mebel Jumlah  Gedung  Kantor yang 
dipelihara/  Rehabilitasi  

Jumlah  penyediaan  Jasa 
Komunikasi,  Sumber Daya 

Air dan listrik

Terlaksananya  Koordinasi  dan
Penyusunan  Laporan Keuangan

Akhir Tahun  SKPD

Terlaksananya  Pemeliharaan/  
Rehabilitasi  Sarana dan 

Prasarana  Gedung  Kantor  
atau Bangunan  Lainnya

Tersedianya  Peralatan  
Rumah Tangga

Tersedianya  Sarana dan 
Prasarana  Gedung  Kantor 

atau  Bangunan  Lainnya

Terlaksananya  Pemeliharaan/  
Rehabilitasi  Sarana dan 

Prasarana  Gedung  Kantor atau 
Bangunan  Lainnya

Tersedianya  Jasa Peralatan  
dan Perlengkapan  Kantor

Jumlah  Dokumen  Lap
Keuangan,  Lap Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Tahunan

Jumlah Pelaksanaan  
Pemeliharaan/Rehabilitasi  

Sarana dan Prasarana  Gedung 
Kantor  atau Bangunan  lainnya  

Jumlah  bahan dan 
Peralatan  kebersihan  

kantor  

Jumlah  Sarana  dan Prasarana  
Gedung  Kantor atau Bangunan  

Lainnya

Jumlah Pelaksanaan  
Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana 

dan Prasarana  Gedung  Kantor  
atau Bangunan  lainnya  

Jumlah  Penyediaan  Jasa 
Perawatan  Peralatan  dan 

Perlengkapan  Kantor 

Terlaksananya  
pengadministrasi  aset 

dan persediaan

Tersedianya  Bahan  
Bacaan dan Peraturan  
Perundang -undangan

Tersedianya  Sarana dan 
Prasarana  Pendukung  Gedung  

Kantor  atau  Bangunan  
Lainnya

Tersedianya  Jasa Pelayanan  
Umum  Kantor

Jumlah pelaksanaan  
penggunaan  dan 

pemakaian  barang  
inventaris  yang di 

monitor

Jumlah  Bahan Bacaan dan 
Peraturan  Perundang -

undangan

Jumlah  Sarana  dan Prasarana  
Pendukung  Gedung  Kantor  

atau Bangunan  Lainnya 

Jumlah tenaga  
Swakelola,Tenaga  IT, Sopir, 

dan Kebersihan  perkantoran

Jumlah  laporan  paket 
barang  dan  persediaan,  

belanja  modal dan 
pengadaan  dinas lainnya  

Terlaksananya  
pengadministrasian  

keuangan

Tersedianya  Fasilitasi  
Kunjungan  Tamu

Jumlah  laporan  paket 
belanja  barang  dan  
persediaan,  belanja  

Jumlah  SPJ GU yang dibantu  
pengerjaannya

Jumlah  Makanan  dan 
Minuman  yang disediakan

Jumlah  pelabelan  dan 
pelaporan  aset yang 
dikerjakan

Jumlah  SPJ LS yang dibantu  
pengerjaannya

Terlaksananya  Rapat  
Koordinasi  dan Konsultasi  

SKPD

Jumlah  Kas Umum  yang 
dibukukan

Jumlah Fasilitasi  Rapat-
rapat Koordinasi  dan 

Konsultasi  ke luar dan 
Dalam Daerah



POHON  KINERJA  DINAS KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN  SIPIL

MENINGKATKAN  PENERAPAN  KEBIJAKAN  PELAYANAN  PUBLIK

IK: Indeks Pelayanan  Publik

Rumus : Hasil Penilaian  Kemenpan  RB RI

IK : Tingkat  Kepatuhan  Pelayanan  Publik

Rumus  : Hasil Penilaian  Ombudsman  RI

MENINGkATKAN  KUALITAS  
SARANA PRASARANA  

LAYANAN  PUBLIK (Crosscutting  
Diskopminfo)

MENINGKATKAN  KUALITAS  
PENGELOLAAN  PENGADUAN

MENINGKATKAN  INDEKS 
INOVASI  DAERAH

MENINGKATKAN  KUALITAS  
PELAYANAN  PUBLIK

IK :Persentase  Sarpras Layanan  
yang layak

IK :Persentase  pengaduan  
masyarakat IK :Indeks Inovasi  Daerah

IK :Persentase   Unit kerja pelayanan  
yang menindaklanjuti  Janji  Perbaikan  

Layanan

Rumus : Jumlah  Sarpras  
Layanan yang layak dibagi  

Jumlah Sarpras x 100%

Rumus  : (Jumlah  pengaduan  
masyarakat  yang ditindaklanjuti  / 
Jumlah pengaduan  masyarakat  ) x 

100%

Rumus :  Hasil pengukuran  dari 
Kemendagri  

Rumus  : Jumlah  unit kerja pelayanan  
yang ditindaklanjuti  janji  perbaikan  

layanan dibagi  Jumlah  unit kerja 
pelayanan  x 100%

Crosscutting  Bappeda Crosscutting  Bagian Organisasi



MENINGKATKAN  KUALITAS  
SARANA  PRASARANA  

PELAYANAN  ADMINDUK

Meningkatnya  pengelolaan  
layanan konsultasi  dan 
pengaduan  adminduk

Meningkatnya  Inovasi  
pelayanan  adminduk

IK :Persentase  terpenuhinya  
Sarpras  Layanan  Adminduk  

IK :Peresentase  pengaduan  yang 
ditindaklanjuti

Persentase  inovasi  pelayanan  
adminduk  yang diterapkan

Rumus : Jumlah Sarpras 
Layanan  yang baik dibagi 

Jumlah Kebutuhan  Sarpras  x 
100%

Rumus : Jumlah pengaduan  yang 
ditindaklanjuti  dibagi  jumlah 

pengaduan  yang diterima

Rumus : Jumlah inovasi  yang 
diterapkan  dibagi jumlah 
inovasi  adminduk  x 100%

Penyediaan  
buku 

pedoman 
perilaku 

pelayanan  

Peningkatan  
sarana 

transportasi  
pelayanan  
adminduk

Peningkatan  
prasarana
pelayanan 

kantor yang
representatif  di 

Peningkatan  
peralatan  
teknologi  
pelayanan

Meningkatnya  
kualitas  sistem 

informasi
pelayanan  adminduk

Peningkatan  
SDM 

Konsultasi  
dan 

Pengaduan

Meningkatnya  
sarana dan 
prasarana 

Konsultasi  dan 
Pengaduan

Pendokument
asian dan 
publikasi   
layanan 

konsultasi  dan 

Pelaksanaan  
benchmarking  
peningkatan  

kualitas  inovasi  
pelayanan  

Penerapan  
Inovasi 

pelayanan  
adminduk

Terikutinya  IGA 
Tk. Nasional

Pelaksanaan  
koordinasi

dengan stake 
older terkait

Penyediaan  
ekspedisi  

pelayanan  
adminduk  sampai  

ke pengguna  

IK : Jumlah buku 
panduan  perilaku,  
spanduk.  baliho, 

brosur yang 
disediakan

IK : Jumlah 
kendaraan  

pelayanan  roda 4 
(empat)  tersedia

IK : Persentase  
sarana prasarana  
kantor pelayanan  

adminduk  
representatif

IK : Jumlah  
pengadaan  
peralatan  TI 

IK : Jumlah  kebutuhan  
pelayanan  sistem informasi  

yang terpenuhi

IK : Jumlah  
Bimtek yang 

diikuti

IK : Jumlah paket 
peralatan  teknologi  

pendukung
pelayanan  konsulasi  

dan pengaduan

IK : Jumlah  
dokumentasi  dan 

publikasi  
konsultasi  dan 

pengaduan  yang 
diarsipkan

Jumlah 
benchmarking  yang 

dilaksanakan

IK : Jumlah inovasi  
yang diterapkan

IK : 100 besar OPD 
inovasi  pelayanan  

publik

IK : Jumlah buku 
database  

kependudukan  yang 
diterbitkan  (buku profil  
dan agregat  semester)

IK : Jumlah  dokumen 
kependudukan  yang 

dikirim dan diantarkan

Rumus  : Jumlah  
buku panduan  

perilaku,  spanduk.  
baliho, brosur yang 

tersedia

Rumus  : Jumlah  
kendaraan  

pelayanan  roda 2 
(dua)  tersedia

Rumus : Jumlah 
sarana prasarana  

kantor  yang 
representatif  dibagi 

jumlah sarana 
prasarana  x 100%

IK : Jumlah  
peralatan  
pelayanan  

perekaman  KTP El

Rumus : Jumlah sistem 
informasi  yang tersedia  

dibagi jumlah kebutuhan  SI 

Rumus  : Jumlah 
bimtek 

konsultasi  dan 
pengduan  yang 

diikuti

Rumus : Jumlah 
paket peralatan  

teknologi  
pendukung  

pelayanan  konsulasi  
dan pengaduan

IK : Jumlah  
dokumentasi  dan 

publikasi  
konsultasi  dan 

pengaduan  yang 
publikasikan

Jumlah kunjungan  
benchmarking  

inovasi  ke Dukcapil

Rumus  : Jumlah  
inovasi  yang 
diterapkan

Rumus  : Jumlah  
inovasi  adminduk  

yang diikutkan  IGA

IK : Persentase  
pemanfaatan  Database  

kependudukan  oleh 
OPD Kab.  Padang  

Pariaman

IK : Jumlah  dokumen 
kependudukan  yang 

dijemput

IK : Rentang  waktu 
pemantauan  dan 
evaluasi  perilaku  
pelayanan  secara 

berkala

Rumus : Jumlah  OPD 
yang memanfaatakan  

database  
kependudukan  di bagi 

jumlah OPD x 100%



Penyediaan  
sarana kantor  

yang 
representatif

Penyediaan  
mebeuler  
pelayanan

Penyediaan  
Informasi  
Layanan  

Adminduk

Penyediaan  
jaringan SI 
pendukung  
pelayanan  

Penempatan  
SDM sesuai 
kualifikasi  

Upgrade  
aplikasi  yang 

berkelanjutan

IK : Kantor  pelayanan  
adminduk  yang 

representatif

IK : Jumlah  mebeleur  
kantor representatis

IK : Jumlah website  
yang dikelola

IK : Jumlah jaringan  
internet  pelayanan  

adminduk  
(crosscutting  
Diskominfo)

IK : Jumlah  tenaga  
petugas pengelola  

SI/jaringan

IK : Jumlah  aplikasi yang 
memudahkan  layanan

Rumus  : Jumlah  
Kantor  pelayanan  

adminduk  yang 
representatif

Rumus : Jumlah 
mebeleur  kantor  

representatis

IK : Jumlah  aplikasi  
yang dikelola

IK : Jumlah server 
data/pusat  data

IK : jumlah  
Bimtek/pelatiahan  

Sistem Informasi  dan 
Jaringan

IK : Jumlah  
pengembangan  upgrade  

aplikasi  pelayanan

IK : Jumlah  elemen 
data kependudukan  
yang dimutakhirkan

IK : Jumlah  sosftware  
dan hardware  SI yang 

tersedia

IK : Jumlah media 
sosial  dukcapil  ceria  

yang terkelola

IK : Jumlah  publikasi  
Video Audio visual


